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a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan

wewenang Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan

Mahkamah Konstitusi ten tang Pedoman Penyusunan

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan

Keterangan Pihak Terkait;

b. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3

Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan

Permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan

Pihak Terkait serta Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015

Menimbang

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN

TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
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1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang­

Undang sebagairnaria telah ,diubah dengan Undang­

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5678);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Ur~dang-Undang Nomor 1

tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban

Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dipandang

tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan

Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman

Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon, dan

Keterangan Pihak Terkait;

Mengingat
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Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberrrur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan

Pasall

BAB I

KETENTUAN UMUM

PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,

JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK

TERKAIT.

TENTANGKON8TITU81MAHKAMAHPERATURANMenetapkan

MEMUTUSKAN:

: Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah

Konstitusi tang gal 29 Agusus 2016

Memperhatikan

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016

ten tang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Dengan 8atu Pasangan Calon;
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4. KPU/KIP Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

5. KPU/KIP Kabupaterr/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota;

6. Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota

dan Wakil Walikota serta Pernantau Pemilihan yang mengajukan

keberatan terhadap Keputusan KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP

kabupaten Zkota;

7. Termohon adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten Zkota

sebagai penyelenggara Pemilihan;

8. Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang

memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai

kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh

Pemohon.

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat eli wilayah provmsi dan

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung

dan demokratis;

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan

Pemilihan;
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ayat (1),

(1)ldentitas lengkap Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

a paling kurang memuat:

a. nama dan alamat Pernchon dan jatau kuasa hukum;

b. nomor telepon (rumah, kantor, seluler): dan

c. nomor faksimili darr/ atau alamat surat elektronik (email).

(2)Selain 'identitas Pemohon sebagairnana dimaksud pada

Pasa14

b. uraian yang jelas mengenai:

1. kewenangan Mahkamah;

2. kedudukan hukum (legal standuuf Pernohon:

3. tenggang waktu pcngajuan Perrnohonan:

4. pokok Permohonan Pemohon;

5. permintaan (petitum) Pemohon.

a. identitas lengkap Pemohon;

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, terdiri atas:

Pasa13

Bagian Kedua

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait

dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan disusun

berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasa12

Bagian Kesatu

Umum

BAB II

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN

KETERANGAN PIHAK TERKAIT
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Tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b angka 3, paling kurang memuat:

a. uraian mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan berdasarkan

peraturan perundang- undangan;

b. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman

Pasa17

Pasa16

Kedudukan hukum (leqa!standing) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b angka 2, paling kurang memuat:

a. uraian mengenai Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan

berdasarkan keputusan Termohon;

b. uraian mengenai penetapan nomor urut pasangan calon peserta

Pemilihan berdasarkan keputusan Terrnohon:

c. penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon

sebagaimana dimaksud dals m Pasal 7 PM!( 1/2016 atau Pasal 12 PMK

2/2016;

d. pernyataan Pemohon bahwa Pemohon merniliki kedudukan hukum

untuk mengajukan permohcnan perkara perseiisihan hasil Pemilihan.

Pemilihan.

Mahkamah un tuk

perselisihan hasil

a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

Pemilihan;

b. uraian mengenai objek perkara perselisihan hasil Pemilihan;

c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam

memeriksa, rnengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil

Pasa15

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

angka 1, paling kurang memuat:

Permohonan Pemohon juga memuat identitas Terrnohon:

a. nama Termohon;

b. alamat Termohon.
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Bagian Ketiga

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon

Pasalll

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, paling kurang memuat:
a. nama dan alamat Termohon;
b. uraian yang jelas mengenai .Jawaban Termohon terhadap Permohonan
Pemohon;

c. permintaan (petitum) Termohon.

Pasal10

Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon eebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasa19

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5, paling
kurang memuat:
a. pernyataan Pemohon untuk mernbatalkan hasil penghitungan suara
yang ditetapkan oleh Termohon;

b. pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar
menurut Pemohon.

PokokPermohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
angka 4, paling kurang memuat penjelasan rnengenai kesalahan hasil
penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil
penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasa18

Pemilihan;

c. pernyataan Pemohon mengenai pengajuan Permohonan Pemohon masih

dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan.

penetapan perolehan suara hasilKeputusan Termohon tentang



Pasa114

(1) Petitum. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memuat

permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan peroiehan suara

hasil Pernilihan:

(2) Permintaan kepada Mah..karnah untuk menetapkan perolehan suara

hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang

memuat:

a. pernyataan Termohon untuk menolak perrnohonan Pemohon atau

Pasa113

Uraian yang jelas rnengenai .Jawaban Termohon terhadap Permohonan

Pemohor. sebagaimana dimaksud dalam Pasai 11 huruf b, antara lain

memuat:

a. tanggapan Termohon terhadap dalil Pernohon mengenai kewenangan

Mahkamah, kedudukan hukum (legal stanainq; Pernohon, danjatau

tenggang waktu pengajuan Perrnohonan;

b. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil

penghitungan suara yang benar menurut Pcmohon.

a. nama;

b.jabatan;

c. alamat kantor;

d. nomor telepon kantor;

e. nomor faksimili, danjatau alamat surat elektronik (emai~.

(2) Selain nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawaban

Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang

mencakup:

a. nama kuasa hukurn Termohon;

b. alamat kuasa hukum Termohon.

Pasa112

(1) Nama dan alamat Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf a paling kurang memuat:
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Pasal18
Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Tcrkait terhadap Permohonan

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, antara lain

memuat:

a. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota

dan Wakil Walikota sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 1 angka 8;

Nama dan alamat Pihak Terkair sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16

huruf a paling kurang memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/ atau kuasa hukum;

b. nomor telepon (rumah, kantor, seluler); dan

c. nomor faksimili dan Zatau alamat surat elektronik (email).

Pasal17

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. nama dan alamat Pihak Terkait;

b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap

Permohonan Pemohon;

c. perrnintaan ipetitum} Pihak Terkait.

Bagian Keempat
Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait

Pasal16

Pasal15
Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterirna;

b. pemyataan Termohon untuk menyatakan hasil penghitungan suara

yang ditetapkan oleh Termohon benar.



10

Pasal21

Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraruran ini sepanjang mengenai acara

dalam memeriksa, mengadili, dan mernutus perkara perselisihan hasil

Pernilihan ditentukan lebih lanjut oleh RPH

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Ter kait sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran III 'lang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasa120

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:

a. pernyataan Pihak Terkait untuk menolak permohonan Pemohon atau

setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterirna;

b. pernyataan Pihak Terkait untuk menyatakan hasil penghitungan

suara yang ditetapkan oleh Termohon benar.

menguatkan Keputusan

suara hasil PemilihanTerrnohon ten tang penetapan perclehan

Pa.sal 19

(1) Petiturn untuk menguatkan Keputusan Termohon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal J.6 huruf c paling kurang memuat perrnintaan

kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang

penetapan perolehan suara hasil Pernilihan;

(2) Permintaan kepacia Mahkamah untuk

b. tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai kewenangan

Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan Zatau

tenggang waktu pengajuan Permohonan;

c. tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pernohon mengenai penjelasan

ten tang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
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/(_ ARIEF HIDAYAT

Ditetapkan eli Jakarta

pada tanggal 29 Agustus 2016
r

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun

2015 ten tang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon,

Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait

a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 ten tang

Pedoman Penyusunan Permohonan Pemchon, Jawaban Termohon,

dan Keterangan Pihak Terkait; dan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasa122

(1)Dengan berlakunyaPeraturan ini:



-i-

PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOBONAN PEMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

LAMPIRAN I
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TARUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN
PEMOHON, JA WABAN TERMOHON, DAN
KETERANGAN PfHAK TERKAIT



-ii-

a. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan.

b. Membatalkan Keputusan KPUIKIP Provinsi/Kabuparen/Kota tentang penetapan
perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon
Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.

V. PETITUM

Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh
Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan fenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan
ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 1012016 juncto Pasal 5 ayat (I) PMK 112016 atau
Pasal 6 ayat (lj PlvIK 212016. yaitu diajukan dalam jangka wakiu paling lambat 3
(tiga) hari 'kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil
pemilihan

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan bahwa:

a. Pemohon adalah:

1) Pasangan Caton Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil
Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor
Urut Pasangan CCI/onPeserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon;
a/au

2) Pemantuu Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.

b. Terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 158 UU 1012016 juncto Pasal 7 PMK 112016 atau Pasal 8
PM!( 212016, yaitu:

1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupoten/Kota tempat Pemohon sebagai
pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;

2) maksimal prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan
pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil
penghitungan suara oleh Termohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil
Walikota.

l. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

IDENTITAS PEMOHON

SISTEMA TlKA
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON


















































